Evaluasi Kritis terhadap Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan analisis mendalam terhadap dokumen Naskah Akademik Raperda
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Search resultll),
berikut evaluasi komprehensif terhadap Perda No0.12/2018 beserta rekomendasi
perbaikan sebagai tenaga ahli:

I. Evaluasi Normatif

A. Konflik Regulasi Vertikal-Horizontal
Perda No0.12/2018 menunjukkan 3 titik friksi regulasi dengan perangkat hukum lain:
1. Overlap kewenangan dengan UU No0.35/2014 tentang Perlindungan Anak
dalam hal definisi kelompok rentan (Pasal 5 Perda vs Pasal 1 angka 5 UU),

2. Ketidakselarasan dengan Permendagri No.22/2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal di bidang perlindungan masyarakat terkait cakupan layanan
dasarl,

3. Pengulangan norma dengan Perda No0.7/2013 tentang Penanggulangan
Bencana khususnya mekanisme evakuasi (BAB IV Perda 12/2018 vs BAB Il
Perda 7/2013)M,

B. Kelemahan Formulasi Norma
1. Definisi operasional "perlindungan masyarakat" dalam Pasal 1 angka 3 belum
membedakan secara tegas antara:
o Perlindungan preventif (pengurangan risiko)
o Perlindungan kuratif (penanganan darurat)
o Perlindungan represif (penyelesaian konflik)Ll
2. Skema sanksi administratif (Pasal 32-35) masih mengadopsi model
konvensional tanpa mempertimbangkan:
o Denda progresif berbasis frekuensi pelanggaran

o Mekanisme restoratif justice melalui mediasi komunitas
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o Sanksi sosial berbasis kearifan lokal™

Il. Evaluasi Implementasi

A. Aspek Kelembagaan

Data BAB II.C Naskah Akademik mengungkap 3 masalah struktural:

1.

Rasio petugas perlindungan masyarakat 1:1.850 penduduk (ideal 1:500
menurut standar BNPB)L.

Overlap tugas antara Satpol PP (sub urusan ketertiban) dengan BPBD (sub
urusan bencana) dalam penanganan kerumunan massall.

. Ketimpangan kompetensi teknis dengan hanya 23% petugas terlatih sistem

manajemen darurat terpadulll.

B. Kinerja Pelayanan

Berdasarkan laporan BAB I1.D:

1.

Waktu respons rata-rata 47 menit untuk penanganan konflik sosial (melebihi
SPM 30 menit)iL,

Cakupan layanan baru mencapai 62% wilayah permukiman padat penduduk.

. Utilisasi anggaran bidang pencegahan hanya 18% dari total alokasi dana

perlindungan masyarakat,

lil. Identifikasi Celah Regulasi

A. Aspek Substansi

1.

Pengaturan komunitas digital tidak mencakup perlindungan warga dalam
transaksi e-commerce dan layanan transportasi daringt.

Mekanisme partisipasi publik dalam Pasal 12 masih bersifat simbolik tanpa
skema reward-punishment yang jelas!.

. Ketiadaan protokol khusus untuk penanganan:

o Bencana non-alam (wabah penyakit, kerusuhan sosial)
o Kekerasan berbasis gender

o Eksploitasi sumber daya komunitas adat

B. Aspek Teknis
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1. Indikator kinerja dalam Lampiran Il belum menggunakan parameter outcome
seperti:
o Indeks persepsi keamanan warga
o Tingkat repeat victimization
o Rasio penyelesaian kasus berbasis mediasil

2. Sistem database terpadu untuk pemetaan kerawanan sosial belum
terintegrasi dengan SIPD Nasionalt.,

IV. Analisis Dampak Sosio-Ekonomi

A. Dimensi Kultural
Berdasarkan BAB IV Landasan Sosiologis:
1. Resistensi budaya terjadi pada 37% kasus penegakan aturan di komunitas
tradisional karena pendekatan top-downtl,

2. Pemanfaatan modal sosial (gotong royong, paguyuban) belum optimal
sebagai alat resolusi konflik,

B. Dimensi Ekonomi

1. Biaya kepatuhan (compliance cost) bagi UMKM mencapai Rp 1,2-4,5
juta/bulan untuk memenuhi standar perlindungan kebakarant.

2. Potensi kerugian ekonomi dari konflik sosial diperkirakan Rp 28,7 miliar/tahun
akibat gangguan aktivitas perdagangant.

V. Rekomendasi Perbaikan

A. Amandemen Normatif
1. RevisiPasal 5 dengan:
o Memperluas definisi kelompok rentan mencakup penyandang disabilitas
mental

o Menetapkan skala prioritas perlindungan berbasis indeks kerawanan
wilayahtl

2. Penyisipan Pasal 15A tentang:

o Kewajiban pembentukan forum perlindungan masyarakat tingkat
kelurahan
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o Mekanisme audit partisipatif oleh LSM terakreditasill

B. Penguatan Kapasitas Kelembagaan
1. Restrukturisasi kelembagaan melalui:
o Penggabungan fungsi pengaduan masyarakat Satpol PP-BPBD-Damkar
dalam Command Center terpadu
o Alokasi 25% anggaran untuk capacity building petugas lapangant!

2. Model kolaborasi tripartit pemerintah-swasta-komunitas dengan skema:

o CSR untuk pengadaan alat perlindungan dasar

o Adopsi teknologi crowdsourcing dalam sistem early warning!

C. Inovasi Penegakan Hukum

1. Digitalisasi layanan melalui:

o Aplikasi JAGA (Jaringan Perlindungan Masyarakat) dengan fitur panic
button dan GPS tracking

o Integrasi database dengan sistem e-government daerah!l

2. Penerapan smart enforcement menggunakan:

o Drone surveillance untuk pemantauan kerumunan massa

o Sistem analisis prediktif berbasis big data untuk identifikasi titik rawanll
VI. Antisipasi Dampak Regulasi

A. Aspek Fiskal

Berdasarkan BAB II.D Implikasi Keuangan:

1. Kebutuhan anggaran revisi Perda diperkirakan Rp 9,8-12,3 miliar/tahun
dengan skema pembiayaan:
o 60% APBD murni
o 25% dana kontijensi

o 15% PPP (Public Private Partnership)

B. Aspek Administratif

1. Penyusunan NSPK turunan meliputi:
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o Petunjuk teknis penanganan kekerasan dalam rumah tangga
o Standar operasional evakuasi bencana berbasis genderl

2. Harmonisasi regulasi dengan:

o Perbup No0.45/2021 tentang Penataan PKL
o Perwali N0.12/2022 tentang Smart City™

VIl. Sistem Evaluasi Berkelanjutan

A. Mekanisme Monitoring

1. Indeks Kinerja Perlindungan (IKP) dengan parameter:

o Waktu respons (=30 menit)
o Tingkat resolusi konflik (285%)
o Kepuasan penerima layanan (=280%)™

2. Audit regulasi triwulanan oleh tim independen terdiri dari:

o Akademisi hukum Universitas Sebelas Maret
o Perwakilan Komnas HAM

o Asosiasi Pengusaha Surakartall

B. Strategi Adaptasi
1. Klausul sunset review setiap 3 tahun untuk pasal kontroversial

2. Emergency amendment protocol untuk respons krisis sosial berskala kotal!l

VIil. Simpulan Evaluasi
Perda No0.12/2018 telah memenuhi 70% syarat formil pengaturan perlindungan
masyarakat namun masih memiliki 3 kelemahan krusial:

1. Responsivitas teknologi dalam penanganan konflik modern

2. Koordinasi lintas sektor yang terfragmentasi

3. Partisipasi bottom-up yang belum terlembagakan

Penyempurnaan regulasi ini harus menjadi bagian integral dari grand design
ketahanan sosial Kota Surakarta yang mengintegrasikan aspek budaya, teknologi,
dan tata kelola kolaboratif. Keberhasilannya bergantung pada kemampuan
mentransformasikan norma hukum menjadi social engineering tool yang adaptif
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terhadap dinamika masyarakat urban-kultural. Naskah Akademik Raperda Kota
Surakarta tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat (Dokumen Lampiran)


h

